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Abstrak
 

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk

melakukan sesuatu hal guna kepentingan pemberi kuasa. Dengan pemberian kuasa tersebut timbul perikatan

antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam pemberian kuasa itu para pihak yang terikat didalamnya

harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang dan masing-masing pihak mempunyai hak

dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati karena apabila tidak maka pemberian kuasa tersebut tidak sah

dan dapat dibatalkan.

Perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus dinyatakan secara tegas dan jelas untuk

menghindari kerugian yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian

pemberian kuasa dan kuasa tersebut tidak boleh melampaui hak dan wewenang yang diberikan oleh pemberi

kuasa serta pemberi kuasa juga harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam

menjalankan kepentingan pemberi kuasa. Untuk menghindari hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa

dilakukan secara tertulis, bisa dalam bentuk akta otentik bisa juga dalam bentuk akta dibawah tangan.

<hr><i>Empowering is an indentured where a person gives power to other person to do utilized thing

something powers giving behalf. With that empowering is evoked engagement among power giver and

power receiver. In that empowering the parties what do most gird upon it has to qualify that specified Statute

and each party has the right and obligation who shall be accomplished and is abode by since if not therefore

that empowering is illegitimate and gets to be cancelled.

Agreement among giving power and power receiver shall explicit and clear to avoid disadvantages that

doesn't be expected by both of clefts party that struck hands empowering and that power may not go behind

rights and authority by Power giver and Power giver shall also pay all cost that spent by power receiver in

carry on such power. To avoid aforesaid thing, therefore empowering should be done in writing which could

be done in otentic's deed form; and or in form under-the-counter's deed.</i>
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